PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU
Nomer ; S03/DPMPTSPDIkaus/ 01
TENTANG

ZIN OPERASIONAL SEKCLAH LUAR BIASA (5LB) BAIKUNTHA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Menimbang © @ bahwa dalam rangka pemetaan pendidikan dipenuian adanya partisipasi masyarakat dalam
manyealenggarakan pendldikan yang baiufal Khisus
b. bahwa Yayasan BAIKUNTHA dianggap memenuhl sysrat dan mampu untuk melaksanakan
keglatan bolajar mengajar Sexolah Luar Biasa (SLBY),
g. bahwa berdasarkan perimbangan huru! a dan b lerssbut diatas, perlu menstapkan
Keputusen Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Modal Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau tentang tzin Opermsional Sekolah Lusr Biasa (SLB) BAIKUNTHA.

é

Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1858 lentang Pembentukan Daerah Swatantra Tinghkat |
Sumaters Barat, Jambl dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonoesia Tahun 1858 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negars Republik indonesis Nomor 1846),

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undeng Nomaor 23 Tahun 2014 tenteng Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republi Indonesta Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonetia Nomor 5587) sebagaimana telah diubsh dengan Peraturan Pemerintah pengganti
Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lombaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 248, Tambahan Lemberan Negara Republik
Indonésia Nomor 5589); |

4, FHMPHWHHMWTIMEMD ng Pongelolaan dan Penyelenggaraan
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9. Peraturan Dasrah Provinsl Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peranghat
Daarah Proving Riad;

10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penyelenggamaan Pelayanan
Perizinan Temadu yang lelab diubabh menjadl Persturan Gubemut Riau Nomor 1 Tahun
2017 tentang Penyalenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pimtu;

11, Peraturan Gubomur Riau Nomor B8 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsl. serta Tata Kera Dinas Pendidikan Provins! Riau;

12. Peraturan Gubemur Riau Nomor 80 Tahun 2016 tertang Kedudukan, Susunan Organisasl,
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Memperhatikan © 1, Surat Permohonan dari  Sekolah  Luar Biasa (5L8) BAIKUNTHA  Nomor
D02/SLB.Balkl/2016 pada tanggal | November 2018, Perdhal Permohonan Penerbitan
Surat 1zin Operasional Balkuntha,
2, Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsl Riau Nomor 420Misdiv4. 3/2017/7338 mnggal 4
Mei 2017, Perihal Rekomendasi;
3. Akla Nolaris : YUSRIZAL, SH Nomor ; 138 tanggal 24 April 2012 tentang Pendirian
Yayasan BAIKUNTHA;
4. Berita Acara Peninjsuan Lokasi Sekolah Luar Blasa dard Tim Dings Penanaman Moda! dan
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Menimbang sl mmmmmmmmwm
menyelengyarakan pendidikan yang bersifal khusus;
b. bahwa Yayasan BAIKUNTHA dianggap memanuhi syarat dan mampu urduk mebicanaken
Keglatan belsjar mengajar Sekolsh Luer Blass (5L8);
c. bahwe berdasarkan pertimbangan huryl a dan b tersebut diatas, periu menslapkan
Meputusan Kepala Oinas Penanaman Modal dan Pelayanan Modal Terpadu Satu Pinfu
Provingl Riau tentang trin Operasional Sekolah Lusr Blasa (SLB) BAIKUNTHA.

Mongingat : 1. Undang-Undang Nomoe B1 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tinghat |
Sumaturs Barat, Jambi dan Risy (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomar
112, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesis Nomor 1646);
2.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tontang sistem Pendidikan Nesional (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Nogara Nomor 4301);
3. wﬁlm-mmnmmmummmn.mnm
Republlk Indonesta Tahiin 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republic
Indonesin Nomor 5587) sebagaimana lelsh diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti
Undang-Undang Nomoe 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesla Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembarsn Megara Republic
wmm;
4. Poraturan Pomerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentan dnanvﬂmmm
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6. Poraturan Mant DOB tentang Standar Sarana dan
7. Pomturan Ments Un 2014 tentang Pedoman Pendirian,
dan F Dasar dan Menengah (Berfta Megara
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Lumr Binsa;

9. Pumumhmmumnumnmammmmw
Daarah Provinsi Riau;

10. Peraturan Gubermur Riau Nomor 28 Tahun 2018 leniang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan Terpadu yeng lelah diubsh menjadi Peraturan Gubemur Riau Nomor 1 Tahun
2017 tontang Penyslenggaraan Polaysnan Terpadu Satu Pintu;

11. Persturan Gubernur Rigu Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasl.
Tugas dan Fungsi, sarta Tata Kerja Dinas Pandidikan Provinsi Riay,

t2. Peraturan Gubemur Fisu Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tatn Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Riau. !

Memperhatlkan . 1. Surat Permohonan darl  Sekoplsh Lusr Bigsa (SLB) BAIKUNTHA  Nomor
002/SLEB. Bal/Xl/i2016 pada tanggal 1 November 2016. Parhal Permohonan Penerbitan
Surat Izin Opomsional Balkuntha;

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsl Riau Nomor 420/Disdicd 3/2017/7339 tanggal 4
Muai 2017, Perihal Rekomendasi;

3. Akia Notars : YUSRIZAL, SH Momor . 136 tanggal 24 Apdl 2012 tenlang Pendwan
Yayasan BAIKUNTHA:

4. Bents Acars Peninjousn Lokssi Sekolah Luar Biasa dan Tim Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provingl Riau borsama Dinas Pendidikan Provinsl Riau

Nomor 073 DPMPTSP/ 8 tanggal 28 Februar 2017, ‘ %

TIDAK DIPUNGUT BIAYA (GRATIS)




MEMUTUSKAN

Maember izin Operasional Sekolah Luar Biasa (5LB) BAIKUNTHA yang berokasi di Jl. Gunung

Agung Perumahan Merpatl Indah Blok C/8-10, Kelurshan Tangkerang Timur, Kecamatan

Tenayan Rayn, Kota Pekantary,

Kepada Pimpinan Pengurus Sekoleh Luar Biasa (5LB) BAIKUNTHA untuk dapat melaksanakan:

1. Proses Belajar Mengalar yang dilaksanakan harus sesual dengan tujuan Pendidikan
Naslonal, serta mengacy pada Kurfkulum Tingkal Satusn Pandidikan (KTSP) yang tertuang
pada Standar Keliusan (SKL),

2. Pengadaan tenaga pengajar harus sesual dengan kelayakan Pendidian Khusus:;

3. Meylaphan Gedung can Fasilitas pembelajaran sesual dengan standar pelayanan minkmal
yang lelah ditetapkan Pemorintah,

Pemegang lzin Operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setisp Triwulan,

Semesteran, Tahunan kapada Dinas Pendidikan Provinal Risu;

Apabila pemegang kzin Operasionsl tidok melaksanakan kewnjiban sebagaimana dimaksud

pada diklum KETIGA Keputusan i dan Peraturan Perundang-undangan yang beraku, maka

Lzin Oporasional akan dicabut,

Dinas Pendidiken Provinsi Risu melalul Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan

Khusus untuk melaksanakan pembinaan penyelonggaraan sokolah terssbut;

Keputusan inl barfakl sejak tanggal ditetapkan,
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